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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TERENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN/PEMILIHAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

bahwa  penyvelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegi-
atan penvelenggaraan Pemerintahan Desa sebagail sub

sistemn dari sistem Pemerintah Masional, perlu mengatur
Ketentuan tentang tatacara pencalonan, pemilihan atau
pendangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagai

“malah satu wudud demokrasi dan pelaksanaan

penerintabhan, pembangunan serta pelavanan masyarahkat
desa di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam
Peraturan Daerah.

Lo Undang-undang MMomor 12 Tahun L9950 tentang Pem-
bentukan Oaerah-daserah Kabupaten dalam Lingkung-
an Propinsl Jawa Timur (Berita HNegora Homor 41
Tatwn L2%0) &

2. Undang-undang Momor 22 Tahun L9999 tentany Prea—
merintahan Daarah (Lembaran Negara Tahun 19%% NOmor
SO, Tambahan Lembaran NMegara Nomor ABEI)

.o Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-
mbangan  Keuangan antara Pemerintal Pusat dan
Daarah (Lembaran Negara Tahun 1999 HNomor 72,
Tambahan Lembaran Nomor 3848)

d. Undang-undang Momor 28 Tahun 19%% tentangy
Penvelenggarasn Hegara yang Bersih dan bebas dari
Rarupsl, Kolusi dan Nepotisme (Lembararn Megara
Favan L9%% Momar 7%, Tambahan Lembaran rlegara Nomor
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Peraburan Pemerintah Momor 2% Tahun 2000 tentang
kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Fropinsi
sebagal Doerah otonom  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2000 Nomor %4, Tambahan  Lembaran
Megara MNomor 39523

Peraturan Pemerintah Momor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Momor 2013
Feraturan pemerintah Momor 20 Tahun 2001 tentang
FPembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) 3

Feraturan Pemerintah Momor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2001 Noemor 77)
Keputuszan Presiden Momor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnis Penyusunan Peraturan Ferundang-undanmgan dan
Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintahan dan
Rancangan Keputusan Presiden.

Keputuzsan Presiden Momor 74 Tahun 2001 tentang
Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Undang~undang  Homor 12 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Dasrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Frapinsi Jawa Timur (Berita Megara Nomor 41 Tahun
19507

Undang-undang Homor 22 Tahun 1997  tentang Pe-
merintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 NMomor
&0, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3I839%9)

Undang-undang Momor 25  Tahun 199% tentang Per-
Imbangan Keuwangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran MNegara Tahun 199% MNomor 72, Tambahan
Lembaran Megara Homor 3I848) @

Undang-undang Momor Z8 Tahun 1999 tentang

FPenyelenggaraan Megara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusl dan Nepotesme (Lembaran Negara Tahun
L2929 Momor 7%, Tambahan Lembaran Negara HNomor 3851);
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S, o Raepubtuzssen o Presiden  Homor 1% tahun L9284 tentang

Susunan Organisasl Oepartemen Dalam Megeri sebagail-
manga telah diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Homor 27 Tehun 1992
v Reputusan Presiden  dMomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknis Frany usunan FPaeraturan Perundang-undangan
Jdan Bentiuh Hancangan Undang—-undandg, Rancangan
Paraturan Premerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden.
Dangan persetujuan
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DACRAH KABUPATEN TRENGGALEK
MEMUT WS K &M :

Meretapkart @ PERATURAKN  OaBERAH  KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TaATA
CoRd PENCALOMAN, PEMGANGEKATAN/PEMILIHAN OaM  PEM-
BERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BoaB I
KETENTUARN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;

by, Pemerintab Qawrah adalah kepala Daerah beserta
perangkat Daerah otonom vang lain sabagal Badan

Eksekutlf Oaerah

c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek

. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagal
Parangkat Daerah Kabupaten Trenggalek ;

e, Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten
Trenggaleb
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Do adalah  Kesatuan Masyarakat Hukum  vyvang me-
miliki kewsnangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-~
sl darn adatlt istiadat setempat vang diakui dalam
sistemn Pemerintahan Masional dan adat istiadat

vang berada di Daerah
Pamerintahan Daesa adalah  Kegiatan Pemerintahan

ETo b1
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Oesa dan Badan
FPaerwakilan Oesa

Pemerintah Oesa adalah Kepala Desa dan Peranghkat
Desa
Badan Paerwakilan ODwasa vang selanjutnya disingkat
BRO, adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka
masvarakat vang ada di Desa vang berfungsl mengayomi
adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masvarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Desa .

Bakal Calon adalah Penduduk Desa setempat yang men-
daftarkan diri kepada Panitia.

Calon terpilih adalah Calon Perangkat Cesa yvanyg mem-
perolah suara terbanyak dalam pemilihan Perangkat
Desa ;

Ferangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam me-
laksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan
Pemerintah ODesa vang terdiri : '

L) sekretarial desa yang dibantuy oleh  urusan-
urusan

Z2) kepala dukuh
3) palaksana teknis.

Dukuh adalah bagian Wilayah dalam Desa vang me-
Fupakan  lingkungan kerja pelaksana Femerintah
Demg o

1

Pegawal tegeri adalah Pegawai NMegeri Sipil/TNI/
FOLRYI o

Panitia ppemilihan adalah Panitia Pemilihan
Ferangkat Oesa ;
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(1)

Prandaringan adalah pProses vang Jdilakukan oleh
Panitia Pemilibhan Perangkat Uesa unlbuk mendapatkan
Gakal Calon o :

Fearyar ngan adalah  proses administrasi vang «<i-
Ltakukan oleh Panitia Femilihan Parangkat Desa dalam
rangka menetapkan Calon Perangkat Desa.

LOWOMGHAN PERANGKAT DESAH
Pasal 2

Jabatan Peranghat Desa lowong karena PPerangkat
besa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan
oleh Kepala Desa atas pertimbangan BRD.

Selambat-lambatnva <dalam waltu 3 (tiga) bulan
sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir, harus
sudah dimulai persiapan pengangkatan Perangkat

Desa.

(Z) Pelaksanaan Pangangkatan Paerangkat Oese dapat
dilaksanakan dengan 2 (dua) cara vyaituy dengan
pemilihan atau tanpa pemilihan.

(4) Fengisian lowongan Perangkat Desa yang

{13

dilaksanakan*dengan cara pemilihan meliputi
Sekretaris Desa, Kepala ODukuh dan Pembantu Kepala
Dukuh atau Bayan.

Pengisian lowongan Perangkat Desa vang Jdilaksanakan
dengan cara penganghatan meliputi Urusan, dan
FPalaksana Taehnis Desa.

BaB 111

PANITIA PEMILIHAN

Fasal 3
Untulk Pengangkatan Perangkat Desa  sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (3), BPD membentuk

rdiri

FPanitia Pemilihan vang te i davi BPD dan
Feranghkat Desa.
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Selambat-lambatnya 2 {dua) bulan sebelum berakhier-
nya masa Jabatan Peranghat Desa BPD sSegera
menproses pangangkatan Perangkat Desa Yang baru.

Fasal 4

SIS UNnan Keanggotaan Panitia Pemilihan Perangkat
Déesa ditetaphan oleh Keputusan BPD.

Panitia Femilihan Perangkat Desa mempunvai tugas :

a. mengunumkan adanya lowongan FPerangkat Desa

L. mempersiaphan dan melaksanakan seleksi dalam
bentuk ujian tertulis terhadap Bakal Calon
Peranghat Desa yang pengangkatannya tanpa
melalui proses pemilihan -

L]

C.omengadakan pendaftaran calon pemilih -

bd
d. menellti dan mengesahkan daftar pemilih

&. mengumumkan  pengumuman  dipapan vang terbuka,
nama-nama Jdaftar pemilih

"
>

fo manerima dan meneliti perasyaratan administrasi
Bakal Calon Perangkat Desa

. mengaiukan rencana biava pemilihan

ho menyiapkan  kartu suara atau yang sejenic sesuai
dengan daftar pemilih yvang telah disahkan 3

L.omenentukan roencana tempat dan waktu pelaksanaarn
penungutan suara

J. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya
pelaksanaan pemilihan Perangkat 0Oesa " berjalan

dengan tertib dan lancar 3

K. sebelum pemungutan suara FPanitia mengadakan
undian tanda gambar

1. melaksanakan pemungutan suara s

m. membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan,
Prarangkat Desa.
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L3 Aapabila terdapat fnggota Panitia Pemilihan yang
pada  saalt Pencalonan Ferangkat Desa mencalonkarn

diri atau mempunyai hubungan keluarga sampai
deralat kedua dengan salah satu Bakal Calon

Perangkat Desa, harus mengundurkan diri dan diganti
Fanitia Pengganti vang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pemilihan atau pengangkatan
Perangkat Desa dapat dibentuk Panitia Pengawas yang
diastur lebibh lanjut oleh BPD.

Balg IV
Hak MEMILIH OaM DIPILIM
Pasal &

Yang dapat memilih Parangkat Oesa adalah Penduduk Desa

warga Megara Republik Indonesia vang =

a. terdaftar sebagai Penduduk Desa vang bersangkutan
secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
dengan tidak terputus-putus :

b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau
telah pernah kawin

C. tidak dicabut hak pilihnys berdasarkan Keputusan
Pengadilan yvang mempunyal Kekuatan hukum pasti :

d. terdaftar sebagai pemilih tetap vang sudah disah
Kan oleh Panitia Pemilihan 4

@, tidak hernah terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati
Megara Kesatuan Republik Indonesia vang berdasar-
Kan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

FPasal 7

(1) Yang dapat dipilin menjadi Perangkat Desa adalah
FPenduduk Desa Warga Nagara Republik Indonesia
yang o
a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3

b. setla dan taat kepada Pancasila dan  Undang-
utiddang Dasar 1945

"
»
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Goootidak  pernal Lterlibat langsung atau’ tidak
langsung <dalam kegiatan Yang mengkhianati
Pancasila dan Undangwundﬂng Dasar 1945,

d. berpendidibkan sehkurang-kurangrya Sekolah Lanjut-
an Tinghat Pertama dan atau berpengetahuan Yang
saderajat j ‘ :

&. berumur m@kurangwkurangnya 2L tahun dan
sebanyak-banvaknya <40 tahun :

F. sehat jasmani dan rohani -

9. berkelakuan baik
Mo tidak sedanyg menjalani hukuman karena melakigkan
tindak pidana berdasarkan - keputusan Pengadilan
yang mempunyal kekuatan tetap ;

i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan ke-
putusan  Pengadilan Yang  mempunyai kelkuatan
hubum tetap

3. bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban
masyarakat dalam Desanya, dalam arti tidak
mendorong terjadinya heributan dan atau
Keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan
Perangkat Desa

k. terdaftar sebagal penduduk dan bertempat
tinggal tetap di Desa atau Dukuh vyang
bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua)
tahun terakhir dengan tidak terputus-putus
kecuall bagi putra Desa vang berada Jdi luar Desa
bersangkutan.

(23 Pegawai Neger i yang mencalonkan diri sebagai
Ferangkat Uesa harus mengaiukan pensiun.

Pasal 3

Dalam pemilihan Perangkat Desa setiap Werga Negara
Republik Indonesia Penduduk Desa vang bersangkutan yéhg
mempunyai hak memilih dan dipilih tidak boleh
mewakilhkan Kepada siapapun dan dengan alasan apapun.



IST2TS T
FEMCOLOMAM DAM PEMTL ITHAN
Pasal

(1) Perangkat Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (47 cdipilih langsung oleh Penduduk Desa dari
Calon yvang memenuhni svarat.

(23 Pemilihan Perangkat Desa sebagimana tersebut pada
ayat (L) melalul tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Pertaina
Paencalonan

FPasal L0

(L) Untuk mendapatkan Bakal Zalon, Panitia Pemilibhan
melakukan penjaringan dengan ketentuan, jumlah
Bakal Calon sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.

(2) Setelah dJdilakukan pengumuman yvang  peaertama hanya
terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon vyang
mendaf tarkan  diri, diadakan pengumuman ulang
sebanyak-banyahknya. 3 (tiga) kali dengan tenggang
waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana di-
maksud pada avat (2) tetap terdapat 1 (satu) Bakal
Calon, pengumuman oitutup.

~
&
e

FPasal 11

Fanitia Femillhban Ferangkat Desa melaksanakan
penyaringan terhadap Bakal Calon cebagal hasil
penjaringan sebageimana dimaksud dalam Pasa) 10, untuk
ditetapkan sebagal Calon Perangkat Desa umbtuk mengikuti
Pemilihan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemilihan

FPasal 12

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihar
diluksanmkan, Panitia Pemilihan mémb&rltahukan kapada
Penduduk  Desa yang berbhak memilih dengan mengadakan
paengumunan-pengumunan dl tempat~tempat vang terbuka
tentang akan diadakannya Pemilihan Perangkat Desa.
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Pasal 13

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, Jjujur dan adil. .
Setiap orang vang mempunyai hak pilih hanva mem-
punyal L (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, dan
Cempat yang telah ditentukan oleh Panitia fre-
milihan.

Bentuk dan Jjenis tanda gambar, ukuran dan bentuk
kotak suara dan bilik suara ditentukan oleh Panitia

FPemilihan.

Peamilihan dilsksanakan dalam Wilayah Desza atau
Dukub yang bersangkutan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar

pemungutan suara berjalan aman tertib dan lancar.

Apablila saat pemungutan suara akan dibuka sebagian
Calon mengundurkan diri secara resmi atau tidak
hadir sehingga tinggal 1 (satu) calon, maka
pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan gengan dasar
ketentuan Pemilihan Kepala Desa 2 (dua) Calon atau
lebit,

Fada saat pemungutan suara dilaksanakan'Sﬂmpai
dengan kegiatan-kegiatan pemilibhan pada hari
Lersebut berakhire, para Calon harus berada pada
tempat paemunguban suara.

Untuk kepentingan tertentu dan mendesak para Calon

dapat  meninggalkan tempat yang telah cditentukan
atas izin Panitia Pemilihan.

Apabila pada waktu pemilibhan sedang berjalan Calorn

meninggalkan bempat yvang telah ditentukan tanpa
iiin Panitia Pemilihan, Calon vang bersangkutan
dinvatakan gugur. .
Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang
punya hak pilih dan hadir ditempat pemungutarn suara
hanya memberikan 1 (satu) swuara., dan menolak
pamberian suara vang diwakilkan dengan alasan
apapun .



Fraxsal 15

L Pemungutan Suara Jdinvatakan sah apabila dJdiikuti
sehurang-kurangnya 2/3 {(dua pertiga) dari Jumlah
Pemilih Terdaftar.

(2 Calon vang dinvatakan terpilih adalah Calon vang
mendapat jumlah perolehan suara terbanyak dari
pemilih vang menggunakan hak pilih.

P
o
=

Dalam el Lardapat lebih dari 1 (satu) orang
Calon vang mendapat jumlah perclehan suara
terbanyah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dengan
Jumlah vang sama, maka dilakukan pemilihan ulang
untuk calon-calon yang mendapat jumlah suara
terbanyak yang sama.

FPasal 16
Panitia Pemilinhan menetapkan tempat can tanggal
diadakannya paemilihan ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1% ayat (%) selambat-lambatnya L (satu)
ulan setelab .pemiliban pertama.

Pasal 17

(L) Dalam hal pemilihan hanye terdapat 1 (galu) Calon

sebagalmana <dimaksud dalam Pasal 14 ayvat (2,
maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus
disediakarn < (duad) atau lebih tanda gambair yvang

berbada .

(2) Apabila Jalam pelahksanaan pemilihan sebagoimana oi-
maksud pada avat (1) ternyvata yang mendapat suara
terbanyak adalah tanda gambar dari calon yang
mengundurkan diri atau tidak hadir maka'pelaksanaan
pemilihan dinvatakan batal dan pemiliban harus
divliang.

PELAKSAMNAAN PEMUMGUTAN SUARND
Pasal 18
(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan
Pemungutan Suara, Panitia sudah menvampaikan surat

undangan kepada para pemilih yang menuat tentang
kapan dan dimana pemilih menggunakan haknva.



)

(2)

(1)

%)

(1)

Surat undangan  Jdimaksud  pada avat (L), diberikan
pomor wut sesual nomor urut pada daftar pemilih
maupun daftar pemilih tambanhan yvang sudah Jdisahkan.

Untuk membuktibkan sahnya surat undangan yang dibawa
pemilih, Panitia meneliti yvang bersangkutan dengan
KTP atau buktl identitas dirinya.

L]

Pasal 19

Pemilih vang hadir diberikan 1 (satu) lembar Surat
Guara oleh Panitia melalul pemanggilan berdasarkan
urutan daftar atau dengan cara lain vang dapat
dipertanggunglawabkan.

Setelah menerima surat suara, pemilih langsung me-
meriksa atau meneliti dan apabila Suralt Suara
dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih
berhak meminta Surat Suara yvang baru setelah
menverahkan kKembali surat suara yang cacat atau
rusalk kapada panitia.

Sebelum  melaksanakan pemungutan suara, Panitia me-
mbhuka kotalk suara dan memperlihatkannys kKepacda para
pemilih yvang hodir bahwa kotak suara dalam keadaan
kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan
menyvegel  dangan mengaunakan kertas yang dibubuhi
cap atau stempel FPanitia.

Frasal 20

Pencoblosan Kartu Suara dilaksanakan dalam bilik
suara dengan maenggunakan alat vang telah disediakan
olah Panitia.

apabila pemilih vang telah menasuki willk suara
merasa perlu untuk menukarkan kartu suara selama
kartu suara belum dimasukkan ke dalam kotak suara
dapat ditukarkan dengan kartu suara vang baru hanva
untuk satu kali penukaran.

Setelabh Surat Suara dicoblos, pemilih memasukkan
surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan
dalam keadaan terlipat.

Pasal 21
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia

Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pe-
laksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar.



(4] Pada saal pemungutan swara dilaksanakain, para calon
farus berada Jdi tempat vang telah ditentukan untuk
mangikuti pelaksanaasn pemungutan suara.

{3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap Orang yang
berhak memilib hanya memberikan 1 (sabu) suara dan

menolak pemberian suara vang diwakilkan.

Flasal 22

Setelah pemungutan suara selesal maka Ketua FPanitia
Pemilihan pada haril dan tanggal itu juga, segera :

a. menandatangani Serita Acara jalannya  Pemungutan
© Buara bersama-sama dengan para Calon Perangkat Desa
dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan
svara telah berjalan d@ngan lancar, tertib dan
teratur

. membuka  kotak suara dan menghitung Jjumlah suara
Yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan
oleh para Calon Perangkat Desa, para sahksi Jdan astau
panitia Pengawas

GC. menguinumkan hasil = pemungutan suwara dan menanda-~
tangani berita acara perhitungan suara bersama-samé
dangan para Calon Kepala Desa.

BAaB VII
PELAKSAMAAN PEMNGHI TUNGAN SUARA .

Pasal 23
(L) Setelah semua Pemilih menggunakan hak  pilihnya
untuk memberikan suaranya, Panitia meminta kepada
masing-masing Calon agar menunjuk 2 {dua) orang
pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan
suara. '

Fernunjukan saksi  oleh para calon dilakukan secara
tertullis dengan menggunakan formulir yang
disediakan oleh Panitia.

Pt
2
=k

et

Pasal 24

(1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat
suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
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Fengisian Rekosondgan Ferangkal Leva  vang di-
taksanakan secara pengangkatan tanpa pemilihan oi-
adahan selebhsi dalam bentuk uilan tertulis.

Farangkat Desa Wi dinyatokan lulus seleksi
diangkat dengan Keputusan Kepala Desa atas
persaetuluan BRD,

FPasal 27

Selambat~lambatnva 14 (empat belas) hari setelah
diterbitkan Keputusan Kepala Desa., maka Calon
Perangkat Desa terpilih aebagaimana dimaksud dalam
FPasal 16 sudah dilantik oleh Kepala Desa.

Pada  saalt pelantikan sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1), wvang bersangkutan - mengucapkan  sumpah

menurut  agamanya atau berjanji dengan sungguh-
sungauh  dihadapan Kepala Desa dan disaksikan para
Aanggota  BED dan Pemuka-pemuka masyarahkat lainnya

Jalam wilavah Desa bersangkutan.

susunan kKata-kaha sumpah/janji sebagaimana  Jdi-~-
maksud pada avat (2) adalah saebagai borikut :

"Demi Allah {Tuhan) sayva bersumpah / berjanji
bahwa sava akan memenuhi kewajiban Saya selaku

Perangkat Desa  dengan sebalk-baiknya, sejujur-
Jujurnya dan seadil-adilnya, ahwa SEYEa akan

selalu taat dalam mengamalkan dan mempar bahankan
Pancasilea sebagal Dasar Negara, dan bahwa sava
akan menegakkan hkehidupan Demokrasi dan  Undang-
undang Qasar 1945 smbagai Konstitusi Negara
s@rta segala Paraturan Perundang-undangan NECHETS|
berlaku  bagi Desa, Daerah dan HMaegara kKesatuan
Republik Indonesia™.

Pasal 28

Masa baktl Perangkat Desa adalah 15 (1lima belas) tahun

Jdan

(1)

usia bhakti 56 (lima puluh enam) tahun.
Bel IX
REMNCAMA BIAYA
Pasal 29

Biava pemilihan Perangkat Desa dibebankan pada :



—~
€]
[

1
. angaaran Pendapatan dan Belanja Ossa

"

- Anggaran Pendapatan dan  Belanja Dacrah yang i«

sendalkan dengan kemampuan Daerah

"
u

C.obantuan masyarakat Desa vang tidak barsifat e
Nl kat .

Panitia Pemilibharn  memberikan laporan partanggung-
Jawaban bilayva pemilihan Perangkat Desa kKepada BPD.

Bel o X
PEMBERMEMTIAM SEMEMTARA DAN FEMEERHENT I i

Pasal 30
Perangkat Desa yvang dituduh dalam suvatu tindak
pidana atas usul BPO dapat diberhentikan sementara
oleh Pejabat yang berwenang. ‘
Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa vang
dituduh tersangkut dalam suatu tindak pidana ddapat
dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (L) dilakukan dengan Keputusan EBuopati untuk
memperlancar proses panyidikan.
1 (satu) tahun.

Pasal 31
Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara
menerima penghasilan/gaiji vang dJdiatur oleh
Paraturan Desa.

Pasal 32
Dalam hal proses penyidikan belum selesai dalam
Jangka wakbtu sebagaimana dimaksud dalam iPasal 30

avat (43 dapat diperpanjang sampai ada keputusan
Fengadilan Tingkat Pertama vang tetap.
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L) Dalam hal  keputusan Pengadilan Tingkat Pertama,
Perangkatl Desa sebagaimans dimaksud dalam Pasal 32
avat (1] terbukt]l sebagaimana dituwduhkaen, maka
apabila Ferangkat Desa yvang barsangkutan melakukan
upaya  hakun selanjutnya dan dalam ja ngka waktu 1
(satu) tahun bealum ada keputusan, Bupalbl atas uaul
EPD dapat memberhentikan Perangkat Desa dimaksuc.

FPasal 33
(1) Perangkalt Desa berhenti karena -
a. meninggal Jdunmia

b. mengajukan berhentl atas permintaan sendiri o
c. tidak lagi memenuhi =yarat dan/atau melanggar
sumpah/janii

d. sudah  mencapai usia bhakti 56 (lima puluh
enam} tahun dan telah dilantik Perangkat Desa
vang baru dans:

@. melakukan parbuatan  vang bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Farundang-undangan yang
berlaku dan atau norma hidup yvang berkembang
cdalam masyarakat Desa.

(Z) & {enam) bulan sebelum  masa Bhakti berakhir
perangkat Desa harus mengajukan permohonan berhenti
kepada Kepala Desa melalul BPD.

BAkE X1
TINDAKAN DAMN 3ARKST

Fasal 24

anggota Panitia Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 atau siapapun Juga vang terbukti
melakukan paelanggaran terhadap ketentuan yang e lalky
bagl pemilihan perangkat Desa untuk kepentingan
pribadi atau goelongan, dikenakan sanksi sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yvang berlaku.




BAal XKI1
BETENTUAM PERAL ITHAM

Frasal 35

LY Perangkat esa vang ada pada saat beirlakunya
Heraturan Dacrah ini sedang melabsanakan Lugas
berdasarhkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Trenggalek Nomor 16 Tahun 1981 tentang
Fersyarabtan, Tata Cara dan Pengangkatan
Femberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta
kepala Dusun, cetelah diadakan penilaian oleh BPD
dengan hasil baik dapat diberi Kesempatan untuk
melaksanakan btugas dengan masa Jabatan berdasarbkan
kebentuan Paﬁdl 28 Peraturan Daerah ini.

(2) Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunva
Peraturan Daerah ini sedang melaksanakan tugas
berdazsarkan Peraturan Qaerah Rabupaten Daarah
Tihghat Il Trenggalek Momor 1€ Tahun 1981 Lentang
Parayvaratan, Tata Cara wan Pengangkatan
Pemberhentian Sekretarisz Desa, Kepala Urusan serta
Kepala Dusun, telah berusia % tahun kepala Desa
dapat mengusulkan perpanjangan selama - lamanya 2
( <dua ) tahun  kepada BPRO.

(3) Dengan berlakunya Peraturan ODaerah ini, maka
Peraturan Dacrah yang mengatur hal-hal yang sama
dinvatakan tidak berlaku. '

BaiBE XTIl
FETENTUAM PENUTE
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
inl, sepanjany mengenal pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Masal 37

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaal
Jdiundanglkan.




fgar sebilan orang dapat mengelahul nva,
mener intahkan  pengundanaan Paeraluran  Daerah ini
dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah
fabupatian Trarngagal ak.,

Disahkan i Trengga leh
pada tanggal 31 Oktober 20014

TREMGCALLE

<,

<

WI .



PERATURAM DS R FABURPATEM TREMGEALE K
HOMOR 12 TAMUN 2001

TEMTANG

TaTe CoaRa PEMCALOMAN, PEMIL IMHAN DeM aTaly
HEMEANGKATAN  Da FPEMEERMENT T Ak PERAMGAKAT DESH

Lo UM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentijn FPasal 9% Undang-~
undang Nomor 22 Tahupy 1999 Ltentang Pemerintahan Daerath,
ma ka Perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pencalonan,
FPemilihan dan atay Pengangkatan dan Femberhentian
Ferangkat Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Dherah.

IT. Pasal. UEMI Pagnl -
Pasal 1
Cukup jelas.
Masal 2
avat {2}
Ferayvaratan melambmtmlambmtnya 3 (tiga) bulan tersebut
dikecualikan apabila Ferangkat Desa tersebut berhalangar
Letap, sehlngga untuk pengisian Penggantinva perluy
diadakan musyawarah dengan BRG.

Pasal 2
avat (2)
Penjaelasan dalam  Pasal 7 ayat (2) berlaku juga Ntk
avat ini.

Fasal 4
ayvat (1)
huruf  a
Fusunan Panitia Pemilihan dimaksid terdiri dJdari wetua,
Sekretaris, Bendahara dan Sekasi-seksi yand  Jjumlahnya
menyesualkan dengan situasi, kondisi dan potensi Desa
vang bersangkutarn. '

huruf b
Panitia Pemilihan dapat membentui Panitia Teknis
Larutama yang bersangkutan dengan pemunautan suara.



Fasal &
fidicu
Panitia Pengawas Lerdiri dari Ketbuoa merangkap anggota,
beberaps anggota. Jumlah selurul paling sedikit 3 (tiga)
crang dan selbanyvab-banyaknys 7 (huiuih) orang dengan
Jumlah gasal, ditambah seorang Sekretaris tidak me-
rangkap anggota. '

huruf b

retua dan anggcta gasal, sehingga apabila dalam forum
rapat diperlukar voling untuk mengambil keputusan selaly
tar-dapat suara terpanyvak.

huruf o . .

CTugas Panitia Pengawas adalah mengadakan pengawasan agar
pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan,
dan bilamana terjadi penyimpangan Ketua Fanitia Pengawas
memberikan laporan kepada Kelua Fanitia Pemilihan.

Pasal &

Cukup Jelas.

Hasagl 7
ayvat (1)
nomorr L »
FPernyataan inl «dituangkan dalam Surat Pernyatoan Jdari
Bakal Calon yang diketahui oleh Camat, Koramil dan
Kapolsek setempat.

nomor 2

‘ang dimaksud dengan Organisasi Terlarang adalah
organisasi yang tegas~tegas dinvatakan Leriarang dengan
Peraturan Perundangan.

huruf a
Cukup Jalas.

trarut b .

Dituang dalam Surat Fernyataan, tidak pernah melakukan
tindakan atau membuat pernyataan yang bertentangan
dengan cita~cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Hdan Phcasila
sebagaimana dirumuskarn dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945,

huiruf o

Pernyataan ini dituangkan dalam Surat Pernvataan Jdari
bakal Calon wvang di ketahui oleh Camat, Danramil., dan
Kapolsek setempat.

e




Huruf o

cilbukt i kar ey ngan photo copy atau turunan Ijasah
vanyg Jdilegalisic oleh Fapala Sekdlmh atau Inatansl yang
arwenang.

Huruf

dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter .

Huruf g
Giterbitkan oleh POLRI.

Huruf h
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan
Hegerl seltempat.

Huruf i .
Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan
Megerl setempat.

Huruf.  j
dituangkan dalam Surat Pernyvataan.

Huruf Kk
divbuktikan dengan Surat Keterangan RT vang diketahui
oleh Ketua RW dan Mepala Desa.

avat (2) .
Bibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung
yang berwenandg.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 10
ayat (3)
BPD mengadakan sidang untuk menentuhanbtetap diadakan
pemilihan dengan 1 (satu) Caloh, atau mengangkat
Penjabat sambil menunggu sampal diperoleh o (dua) Calon
atau lebih.

FPasal 11

Cukup jelas.
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Flrasal 12

Cukup Jalas.

Pasal 13

Culus Jelas.

Fasal 14
avat (1)
FPani tia Femillihan menyusun Tata Tertib yvang <ibacakarn
sebelun pemungultan suara Jdimulal.

.

avat (2)

Panitia {Pemilihan cdapat membuatlt ketentuan yang bor-
baeda tentany guarom percolehan suara vang sall untuk 1
(satu) orang talon {(Calon Tunggal) atau untuk 2 (dua )
orang Calon atau lebih., '

avat (3)

Pengertian  “pada tempat pemungutan suara’ adalah duduk
pada kursi Calon (Calon Tunggal) yang dilengkapi dengan
simbul  dan gambar simbul Calon, atau karenag suatu
keadaan tertentu ditentukan lain olebt Panitia
Pemilihan.

ayat (4)

Lengan mengisi  formulicr yang telah dJdisediakon.

pasal 15

avat (1)

Dalam hal terjadi kesulitan untuk menentukan QUOPUm. ni
sebelum pemungutan suvara dimulal, maka atas petraatuluan
Fanitia Pengawas dan para Calon, Panitia Pemilihan dapat
menentukan guorum ini setelah para pemilihl yang hadir
selesal menggunakan hak pilihnva pada  jamn vang balah
ditentukan. T

avat. (2)
Penjelasan avat ini sama Jdengan penjelasan Jdalam
Pasal 14 avat (2).

ayat (33 .

Tenggang waktu vang diperlukan dengan menglngoat ke-
slapan Panitia Pemilihan, para calon, dan masyarakat
Lesa setempat, diperkirakan paling cepat 3 (tiga) hari
setelah penungutan suara yang pertama.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Fracal L
ayat (&) » )
Daftar pemilii tambanan diperlukan apabil& setelah
daftar pemilih sementara diumumkan, ﬁernyaﬁa sampai
batas akhir masa tenggang pengumuman ternyata masih- ada
pemilih vang belum terdaftar.
Ulldk and}un apabila surat undangan  yvang eradarp o ban
diragukan Kebenarannya, atau, pembawa/pemi lih surat
undangean ’ t@rsabut atragukan 1dentita«nym. &
Pasal 19 : .
ayat’ (1) k ! ' : S
Apabila ‘cara’ ini- secara tehnis &ulit di aksanakan,
: den 1 ”f-misalny& penuxaran sur&t undangan
h dengan surat uara dengan cara antr ’ dengnn
j§~ pengelompokan
& ‘ ayat (2) -
e o huruf..a Ty ‘ svpy e e o
: kesampat&n hanya 1(&afu) kali penukaran.
huruf b .
pada saat penukaran kartu suara vang rusak, panitia
-pemilihan lebih dulu memerikssa karﬁu suara pengganti
vang akan diberikan sebagai penukar YAaNg rusak.
Pasal 20
Cukup jelas..
: . Pasal 21
E ‘ - Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.




[ 3

Frasal 2a
Cukup jelas.
Fasal @5

Gk Jelas.
f'\msal @6
avat (1)

Cukup delas

Aayat (2

& -

Pengangkatan imalksud dapat menggunakan Panitia Pe-

milihan vang telah
hvesuaian.

Avat (3}

Cukuy jelas.,

Pasal 27

Cubkup jelas.

Pasal 28
Culkup jelas.

Fasa l 29

avat (1) huruf ¢

dibentuk dengan beberapa pe-

Bantuan dari para celon yang diperkirakan relatif cukup
besar, disertai surat pernyataan.

Pasal 30
Cukup jelas.

Fasal 31
Cukup jelas.

Fasal 22

Cukup jelas.

Pasal 33
ayvat (2)
Parsvaratan Lersebut

vang ditentukan dimaks

an baerhalangan tetap.

cdikecualikan apabila sebelum waktu
ud, Perangkat Desa yvang bersangkut
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Fasal e

Cukiy Jelas.

FPasal 35

(RENT

- A 1 Z¢
Cukup
Fasal 37

Cukup

Jelas.

Jelas .




